BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 9 /BKBP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Menimbang :

Mengingat

—

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PERIODE 2018-2023

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
yang mengamanatkan bahwa Dewan Pembina Forum
Pembauran Kebangsaan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi
Sumatera Utara yang mengamanatkan pembentukan Dewan
Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum
Pembauran Kecbangsaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Periode 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menctapkan

KESATU

KEDUA

6.

10.

1l.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5958);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan  Forum Pembauran
Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32
Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu  Selatan  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Kabupaten Labuhanbatu  Selatan Periode  2018-2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pembauran
Kebangsaan; dan

b. Memfasilitasi hubungan kerja ~ Forum  Pembauran
Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar

instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran
kebangsaan.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 18845/ 9 [BKBP/2018
TANGGAL : 8 Oanuard 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PERIODE 2018-2023

Pembina : Bupat
Ketua - Wakil Bupati
Sekretaris . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Pariwisata
4, Kepala Bagian Hukum Setdakab
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sgfdakab

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sctdakab

el

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protgkol Setdakab

TU SELATAN,



